KEFUTUSAN MENTERT NEGARA AGRARTA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASTICINAL

NOMOR : 115/HPL/BPN/95

w
TENTANG

FENDAFTARAN HAK PENGELOLAAN ATAS NAMA
JTORITA PENGEMBANGAN DAERAH INDUSTRI
PULAU BATAM, ATAS TANAF DI KOTAMADYA BATAM

MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BAOAN PERTANAHAN NASIOMAL

Membica : Surat permohonan dari Kepala Sa—:-uar. Pelak- ;
sana Otori-a Pengembangan Daerat Industri :
Pulau Batan tertanaagal 16 ~uni 1995 Nomor
B/552/KA/X1/1993, heserta surat-curat vang
berhubunaan denagan itnu.

Yeninbana : a. bahwa denaan Keputusan Manter: Dalam Ne-
aeri targgal 13 Pebruar: 1977 Nomor 43
tahun 1¢77, kepada Otorita Pengembangean
Daerah Iadustri Pulau Batam te . ah diberi-
kan Hak Pengelolaan atas selaruh arecl
tanah yang terletak di Puleu Batam,
dengan ketentuan bahwa Hak Peng2lolaan
tersebut baru «<apat didaftarkzn setelzh
syarat-syarat dalam Keputusan tersebut
dipenuhi.
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b. bahwa un:uk pel:zksanaan pendaftaran seba-
a¢dian deri Hak Pengelolaan seluas
6.741.992 M2 (eram juta tujuh ratus empat !
puluh satu ribu sembilan ratus sembilas
puluh dua meter persegi!, terletak di
Desa LBE. Utara, S8ei Beduk {Sei Panas),
Kecamatan Batam Timur, Kotamadya Batam,
Propinsi Riau, sebagairana divraikan
dalam Gambar Si:uasi tanggal 11 Mei 1995
Nomor 435/1995 perlu diterbitkar Surat
Keputusan Pelaksanaan Pendaftaran Hak
Pencelolaan secera partial.
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M2mperhatikan

bahwa berdasarikan Constatering Fapport
tanggal 22 Juni 1995 Nomor 146/CR/BTM/
1995 dan Surat Keterangan Kejnala Desa
Nongsa tanggal 21 Juni 19¢5 Nono»r
52/8B/IV/1995 tanah yang dimohon berasal
dari tanah negara yvang dikuasai oleh
Pemohon berdasarkan Surat FKa2putusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 1977,
vang sampai saat ini tanah dimalkksud tidax
dalam sengketa, bebas dari garapan dan
tidak diduduki penduduk.

bahwa tanah te:rsebut akan dipergunakan
untuk Hak Pengelolaan Otorita Pengem-
bangan Daerah Industri Pulau Batanm
(OPDIPB).

Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 {(Lem-
haran Necara tahun 1960 nromor 104, Tam-
bahan L.embaran Nazgara nomor 2405);
Peraturan Pemerintah Nomor 10 —:ahun 1961
(Lembaran Negara Republik Indon2sia tahun
1961 nomor 28);

Keputusan Presidan Nomor 26 taiun 1988;

Keputusan Presidz2n Nomor 44 tahin 1993;

Peraturan Menteri Agraria Nomb>r I tahun
1966;

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1
tahun 1977.

Peraturar Menteri Dalam Negeri nomor 1
tahun 1987;

Peraturarn Kepales Badan Pertanalian Nasio-
nal Nomor 2 tahun 1992;

Keputusan Presiden Nomor 96/M tahun 1993.
1. Surat Kepala Kantor Pertanzhan Kota-

nadva Batam tanggal 22 Juni 1995
Nomcr 102/560/1995.




2. Surat Kepala Kantor Wilayvah Badan
. Pertanahan Nasional Propinsi Riau
¢ tanggal 29 Juni 1995 Normor 25/560/
¢ 3 1995. :
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PERT.AMA : Memberikan 1izin kepada Otorita Pengembangan
Daerah Industri Pulau Batam untck mendaf-
tarkan secara partial, Hak Penge.nlaan atas
tanah seluas 6.741.992 M2 (enam juta tujuh
ratus empat puluh satu ribu semk:.lan ratus
sembilan puluh dua meter persegi). terletak
di Desa LB. Utara, Kecamatan Batam Timur,
Kotamadya Batam, Propinsi Riau, vang diura:.-
kan dalam Gambar Situasi tanggal ..1 Mei 1995
Nomor 435/1995, dengan ketentuan dan syarat-
syarat sebagaimana tersebut di bawah ini

a. Segala akibat. biava, untung dan rugi
vanag timbul karena pemberian Hak Pengelo-
laan tersebut menijiadi tanacunc iaweb
sepenuhnva dari Penerima Hak.

b. Penerima Hak untuk izin pendaftaran Hak
Pengelolaan ini diwaiibkan membavar uana
administrasi kepada Negara s2besar Rp.
100.000,~ (sera-us ribu rupiah, dan untuk
pelaksanaan landreform sebhesar Rp.
50.000,- (lima puluh ribu rupian).

¢. Uang sekagaimana tersebut pada huruf "b"
di atas harus disetorkan lanjjsung oleh
Penerima Hak melalui Bank Pemerintah ke
dalam rekening¢ Kas Negara "3" dengean
Nomor Kode 0412 atauv paca Kantcr
Pos/Kantor Pos Pembantu ke dalan rekening
Kas Negara "C" dengan Ncmor <ode 04172,
atas Mata Anggaran Pendapatan Baden
Pertanakan Nasional (M.A. 09.27.0545},

waktu 6 (enam. bulan terhitin¢g sejek
tanggal Keputusan ini.

KEDUA :+ Tanah tersebut harus diberi tanda batas se-
suai dengan keten:uan sebacaimana dimaksud
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dan harus dilunaskan paling lenbat dalam



dalam Pereturan Menteri Agraria Nomor 8
tahun 1961.
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Untuk memperoleh tanda bukti hak berupa ser-
tifikat, Hak Pengelolaan terszbut harus
didaftarkar. pada Kantor Pertanahar sa2tenrpat,
selambat-lambatnya dalam waktu 3 {(tiga)
bulan setelah dilunaskannya pembayaran
dimaksud dalam diktum Pertama ht:ruf "b" di
atas dan membayar biava pendaftaran menurut
ketentuan vang berlaku.
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Penerima Hek dalam menyerahkan bacian-bagian
dari Hak Pengelolaan tersebut kepaca pihak
ketiga diwe jibkan untuk memenuhi/tunduk pada
ketentuan-ketentuan Peraturan Menteri LCalam
Negeri Nomor 1 tahun 1977.

KELIMA : Tanah var.a dipercunakan untuk prasarana
lingkungar, utilitas umum dan fasilitas
sosial lainnva hérus diserahkan/dilepaskan
kenada Pemerintah Kotamadva Batan ¢'i Seku-
pang.

Jenaan Catatan ¢
Apaktila dikemudian hari ternyata terdapat lekeliruan/

<esalahan dalam penetapannva, Keputusan ini skan ditin-
jau kembali sebagaimana mestinva.

Jakarta
25 Agustus 1998

Ditetapkan di
Pada tanggal
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MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
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Ir. SONI _HARSONO
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